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PEMERINTAH KOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PALEMBANG SEPAKAT RANCANG KEBIJAKAN UMUM 

PERUBAHAN ANGGARAN 2022 MENJADI 4,22 TRILIUN 

 

 
Sumber Gambar: https://www.merdeka.com  

 

Isi Berita: 

Nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) 2022 ditandatangani Wali Kota Palembang bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. "Ada penambahan anggaraan. Dianggaran 

induk pada angka Rp3,8 triliun, sekarang menjadi Rp4,22 triliun atau meningkat sebesar 

Rp549 miliar," Kata Wali Kota Palembang, Harnojoyo ketika diwawancarai usai Rapat 

Paripurna ke-14 Masa Persidangan II DPRD Kota Palembang, Sabtu 13 Agustus 2022.  

Sumber dana yakni Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan 

bantuan dari Gubernur Sumsel sekitar Rp149 miliar atas bagi hasil dari pemerintah pusat. 

Jika dibandingkan APBD tahun lalu Rp3,873 triliun. Harnojoyo menuturkan dari hasil 

kesepakatan bersama DPRD Kota Palembang akan dijadikan pedoman setiap Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan anggaran kerja. "Dalam penyusunan 

acara peraturan daerah tentang perubahan APBD anggaran tahun 2022 menjadi pedoman 

masing-masing SKPD," tuturnya.  

Sementara, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin mengungkapkan bahwa 

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bersama DPRD Kota Palembang juga 

menandatangani perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran 

Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022. "Hasil rapat bersama Badan Anggaran 

(Banggar), bahwa pendapatan Rp4.117.025.681.284, belanja daerah 

Rp4.400.179.340.482, defisit Rp283.153.659.198, pembiayaan neto Rp283.153.659.198, 

sisa lebih anggaran tahun berkenan nihil," tukasnya. 

 

 

 

https://www.merdeka.com/
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Sumber Berita: 

1. https://sumeks.disway.id/read/643114/pemkot-dprd-palembang-sepakat-rancang-

kupa-2022-menjadi-422-triliun, Pemkot-DPRD Palembang Sepakat Rancang KUPA 

2022 Menjadi 4,22 Triliun, 13 Agustus 2022; 

2. http://detak-palembang.com/2022/08/dprd-palembang-menggelar-rapat-paripurna-

ke-14-masa-persidangan-ii-bersama-pemerintah-kota-palembang/, DPRD Palembang 

menggelar Rapat Paripurna ke 14 Masa Persidangan II bersama Pemerintah Kota 

Palembang, 13 Agustus 2022; 

3. https://divianews.com/2022/08/13/dprd-kota-palembang-setujui-kupa-2022-jadi-422-

triliun/, DPRD Kota Palembang Setujui KUPA 2022 Jadi 4,22 Triliun, 13 Agustus 

2022; 

4. https://sumeks.disway.id/read/643163/tahun-2023-apbd-kota-palembang-naik-jadi-

rp4136-triliun, Tahun 2023, APBD Kota Palembang Naik Jadi Rp4,136 Triliun, 14 

Agustus 2022. 

5. https://www.suaraindo.id/2022/08/paripurna-dprd-kota-palembang-

penandatanganan-nota-kesepakatan-kua-dan-ppas-tahun-anggaran-2023/, Paripurna 

DPRD Kota Palembang, Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 

Anggaran 2023, 13 Agustus 2022. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

pada: 

Pasal 1 angka 2 

“Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”; 

Pasal 1 angka 22 

“Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun”; 

Pasal 1 angka 23 

“Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 

program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 

Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah”; 
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Pasal 89 ayat (1) 

“Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 

dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”; 

Pasal 89 ayat (3) 

“Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. kondisi ekonomi makro daerah; 

b. asumsi penyusunan APBD; 

c. kebijakan Pendapatan Daerah; 

d. kebijakan Belanja Daerah; 

e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

f. strategi pencapaian”. 

Pasal 89 ayat (4) 

“Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: 

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 

b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk 

c. masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional 

yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan 

d. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-

masing Program dan Kegiatan”. 

Pasal 90 ayat (1) 

“Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua 

bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD”. 

Pasal 90 ayat (2) 

“Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD 

paling lambat minggu kedua bulan Agustus”. 

Pasal 90 ayat (3) 

“KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun 

RKA SKPD”. 

Pasal 90 ayat (4) 

“Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 
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Pasal 91 

“Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan 

rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) 

minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala 

Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan 

RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk 

dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Pasal 161 ayat (1) 

“Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 

menjadi dasar perubahan APBD”; 

Pasal 161 ayat (2) 

“Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila 

terjadi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, 

antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/atau 

e. keadaan luar biasa”. 

Bagian Ketiga : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Pasal 162 ayat (1) 

“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal l61 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya: 

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 

b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau 

c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

Pasal 162 ayat (2) 

“Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta 

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD”. 
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Pasal 162 ayat (3) 

“Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 

penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya”. 

Pasal 162 ayat (4) 

“Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 

penjelasan: 

a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan 

APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 

berjalan; 

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam 

perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 

c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam 

perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 

Pasal 163 

“Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar 

Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar 

rincian obyek belanja”. 

Pasal 165 

“Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16l ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam 

Perubahan DPA SKPD danf atau RKA SKPD”. 

 

 


